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Siapkan Rp 19 Miliar, Pemko Anggarkan Makan Siang Gratis Melalui BTT 

 

 
Ilustrasi: hariankepri.com 

Tanjungpinang (HaKa) – Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menganggarkan makan siang 

gratis atau bergizi dalam APBD Tanjungpinang tahun 2025. 

Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyampaikan,alokasi anggaran tersebut disepakati 

menggunakan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp19 Miliar.  “Kesepakatan itu 

sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.  Tidak hanya di Tanjungpinang, alokasi 

BTT untuk makan siang bergizi juga dilakukan secara nasional,” kata Zulhidayat, kemarin. 

Menurutnya, anggaran yang disiapkan oleh Pemko ini, merupakan anggaran penyerta program 

makan siang bergizi yang merupakan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto.  Meskipun telah 

mengalokasikan anggaran BTT tersebut, namun pihaknya masih menunggu juknis dari 

pemerintah pusat.  Karena hingga hari ini belum ada aturan jelas tentang pembagian besaran 

anggaran makan siang gratis ini.   

Meski demikian, Zulhidayat belum bisa memastikan, apakah dana BTT sebesar Rp19 Miliar itu 

bisa mencukupi untuk kebutuhan anggaran makan siang bergizi atau tidak.  “Kami sudah kurangi 

besaran anggaran makan siang bergizi dari sebelumnya sebesar Rp15 ribu per orang menjadi Rp 

10 ribu per orang,’tukasnya.   
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Sumber Berita: 

1. https://hariankepri.com/, Siapkan Rp 19 Miliar, Pemko Anggarkan Makan Siang Gratis 

Melalui BTT , 1 Desember 2024 

2. https://www.teras.id/, Siapkan Rp19 Miliar, Pemko Anggarkan makan Siang Gratis Melalui 

BTT, 1 Desember 2024 

 

Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015: 

a. Pasal 1 ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda; 

b. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

a. Pasal 55: 

1. Ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari: 

a) Belanja operasi; 

b) Belanja modal; 

c) Belanja tidak terduga; dan 

d) Belanja transfer. 

2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek; 

 

b. Pasal 56 ayat (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 

a dirinci atas jenis; 

a) Belanja pegawai; 

b) Belanja barang dan jasa; 

c) Belanja bunga; 

d) Belanja subsidi; 

e) Belanja hibah; dan 

f) Belanja bantuan sosial. 

 

c. Pasal 68: 

1. Ayat (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 

56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; 

2. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencukupi, menggunakan: 

https://hariankepri.com/
https://www.teras.id/,%20Siapkan%20Rp19%20Miliar,%20Pemko%20Anggarkan%20makan%20Siang%20Gratis%20Melalui
https://www.teras.id/,%20Siapkan%20Rp19%20Miliar,%20Pemko%20Anggarkan%20makan%20Siang%20Gratis%20Melalui
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a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta 

pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. Memanfaatkan kas yang tersedia; 

3. Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (21) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

 

c. Pasal 69 

1. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

2. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; 

dan/atau; 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan; 

4. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan 

tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; 

5. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 

kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih 

dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 

  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja 

Daerah menyebutkan bahwa: “Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

pendek” 

2. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja 

Daerah angka (4) Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga: 
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Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut: 

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya; 

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing 

pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Keadaan darurat meliputi: 

1) Bencana alam, bencana non-alam; bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA 

SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik 

sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. Penggunaan belanja tidak terduga 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan 

korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air 

bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan 

serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga 

adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat 

ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.   

d. Keperluan mendesak meliputi: 

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.  

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belumtersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 

terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 
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e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD tahun berkenaan; 

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun 

sebelumnya; 

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh 

SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 

1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku 

bendahara umum daerah (BUD); 

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada 

kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. 

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga; 

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan 

darurat, pemerintah daerah menggunakan: 

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub 

kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau; 

2) memanfaatkan kas yang tersedia 

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan 

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat 

dilakukan dengan tahapan: 

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, 

bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar 

biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang 

membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana 

kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; 

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan 

dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai 

dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya rencana kebutuhan belanja. 

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan 

mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga 

kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: 
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1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga 

terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi 

keuangan daerah; 

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga 

terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan  perubahan 

Perkada tentang Penjabaran APBDuntuk selanjutnya ditampung dalam 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. 

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan: 

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga 

terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi 

keuangan daerah; 

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga 

terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan 

Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. 

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 


